
 
 

   

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 100.3.3.1/297 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI 

TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: a. bahwa dalam rangka melindungi penderita gangguan 

jiwa di Jawa Tengah  yang dipasung atau dikekang 

secara fisik oleh  keluarga dan lingkungannya maka 

perlu perlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai 

seorang manusia; 

b. bahwa untuk menghapuskan praktik pemasungan di 

masyarakat, perlu dilakukan langkah strategis yang 

terstruktur diantaranya dengan memberikan tanda 

penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang mampu 

melaksanakan bebas pasung diwilayahnya; 

c. bahwa agar pemberian penghargaan dalam                

rangka penghapusan pelaksanaan praktik pasung di 

Jawa Tengah dapat berjalan lancer, akuntabel,          

berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk  Tim 

Penilai Tingkat Pusat Tanda Penghargaan 

Kabupaten/Kota Bebas Pasung;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai 

Tingkat Pusat Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota 

Bebas Pasung;  

 

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 

6. Peraturan   Daerah  Provinsi  Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi  Jawa 

Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169); 

7. Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 1            

Tahun 2012 tentang Penanggulangan  Pasung Di 

Provinsi Jawa         Tengah      (Berita    Daerah    Provinsi            

Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

 

:  

KESATU : 

 

Tim Penilai Tingkat Provinsi Tanda Penghargaan  

Kabupaten/Kota Bebas Pasung dengan susunan keanggotaan 

dan   uraian  tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

dan lampiran II Keputusan Gubernur ini.    

 

KEDUA 

 

 

 

 

:

 

 

 

  

Dalam   meningkatkan  efektifitas pelaksanaan tugas  Tim 

Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 

dilakukan rapat koordinasi tim sesuai kebutuhan. 

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi               

Jawa Tengah; dan 

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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               Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 26 Agustus 2026 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 

AHMAD LUTHFI 

 

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah; 

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 

7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 

8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

10. Tim Penilai  Tingkat Provinsi Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Bebas  

Pasung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
${jabatan_pengirim}, 

 
 
 

${ttd_pengirim} 
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim} 

 

ttd 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN GUBERNUR 
NOMOR 100.3.3.1/297 TAHUN 2026 
TENTANG  

TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI 
TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/ KOTA 

BEBAS PASUNG       
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN  

TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI TANDA PENGHARGAAN  
KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG 

 
 

NO 
 

JABATAN/ PERANGKAT DAERAH 
KEDUDUKAN  
DALAM TIM 

1 2 3 

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
 

Penanggung Jawab 

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
 

Koordinator 

3. Pejabat Struktural/Fungsional pada Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 3 (tiga) orang 
 

 

4. Pejabat Struktural/Fungsional pada Biro 
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) 

orang 

Anggota 

5. Pejabat  Struktural/Fungsional pada  Kantor 

Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa 
Tengah 1 (satu) orang 
 

Anggota 

6. Pejabat Struktural/Fungsional pada Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) orang 
 

Anggota 

7. Pejabat Struktural/Fungsional pada Rumah Sakit 
Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi 1 (satu) orang 
 

Anggota 

8. Pejabat Struktural/Fungsional pada Rumah Sakit 

Jiwa  Daerah  dr. Amino  Gondohutomo 1 (satu) 
orang 
 

Anggota 

9. Pejabat Struktural/Fungsional pada Rumah Sakit 
Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin 1 (satu) orang 

Anggota 

10. Pengurus Perhimpunan  Dokter Spesialis 
Kedokteran Jiwa (PDSKJI) Jawa Tengah 1 (satu) 

orang 
 

Anggota 

11. Pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia 
Jawa Tengah 1 (satu) orang 
 

Anggota 

12. Pengurus  Ikatan  Psikolog     Klinis  Jawa    Tengah 

1 (satu) orang 

Anggota 

13. Pengurus Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia 

Jawa Tengah 1 (satu) orang 
 

Anggota 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

                                                                                              ttd 

 

AHMAD LUTHFI 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
${jabatan_pengirim}, 

 
 
 

${ttd_pengirim} 
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim} 

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN GUBERNUR 

NOMOR 100.3.3.1/297 TAHUN 2026 

TENTANG  

TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI 

TANDA PENGHARGAAN KABUPATEN/ 

KOTA BEBAS PASUNG 

 

URAIAN TUGAS 

TIM PENILAI TINGKAT PROVINSI TANDA PENGHARGAAN 

KABUPATEN/KOTA BEBAS PASUNG 

 

NO KEDUDUKAN DALAM TIM URAIAN TUGAS 

1 2 3 

1. Penanggung Jawab a. Memberikan pertimbangan dan 

bimbingan dalam penyelenggaraan 

penilaian Kabupaten/Kota bebas 

pasung; 

b. Menetapkan hasil penilaian 

pendahuluan bebas pasung di tingkat 

Provinsi serta memberikan rekomendasi 

perbaikan apabila Kabupaten/Kota 

dinilai belum layak untuk pengajuan 

penilaian di tingkat pusat; 

c. Mengajukan hasil penilaian 

pendahuluan terhadap Kabupaten/Kota 

dan kelayakannya kepada Tim Penilai 

Tingkat Pusat; 

d. Melakukan pemantauan terhadap 

Kabupaten/Kota yang telah menerima 

Status Kabupaten/Kota bebas pasung; 

dan  

e. Menyampaikan rekomendasi kepada Tim 

Penilai Tingkat Pusat terkait pencabutan 

Sertifikat Bebas Pasung. 

2. Koordinator a. Menyampaikan rekomendasi kepada 

Penanggung Jawab Tingkat Provinsi 

terkait kelayakan Kabupaten/Kota yang 

sudah dilakukan penilaian pendahuluan 

untuk  dilanjutkan pengajuan kepada 

Tim Penilai Tingkat Pusat; 

b. Memberikan arahan dalam 

penyelenggaraan penilaian pendahuluan 

kabupaten/kota bebas pasung kepada 

seluruh anggota; 
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c. Melakukan penilaian pendahuluan 

terhadap Kabupaten/Kota yang diajukan 

oleh kepala dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota tentang pemenuhan 

persyaratan bebas pasung untuk 

dilanjutkan pengajuan penilaian kepada 

Tim Penilai Tingkat Pusat; 

d. Melaporkan kepada Penanggung Jawab 

Tingkat Provinsi  mengenai hasil 

penilaian pendahuluan Kabupaten/Kota 

bebas pasung;  

e. Melakukan evaluasi terhadap 

Kabupaten/Kota penerima tanda 

penghargaan Kabupaten/Kota bebas 

pasung yang tidak dapat memelihara 

status bebas pasung; dan 

f. Melaporkan kepada Penanggung Jawab 

Tingkat Provinsi mengenai hasil 

pelaksanaan bebas pasung di seluruh 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Anggota a. Mengidentifikasi dan mengelola dokumen 

dari Tim Penilai Tingkat 

Kabupaten/Kota; 

b. Mengoordinasikan penyelenggaraan 

penilaian pendahuluan Kabupaten/Kota 

bebas pasung antar Tim Penilai Tingkat 

Kabupaten/Kota maupun dengan pihak 

terkait lainnya; 

c. Melakukan penilaian pendahuluan 

terhadap Kabupaten/Kota yang diajukan 

oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota tentang pemenuhan 

persyaratan bebas pasung kepada 

Penanggung Jawab Tingkat Provinsi; 

d. Melakukan evaluasi terhadap 

Kabupaten/Kota penerima tanda 

penghargaan kabupaten/kota bebas 

pasung yang tidak dapat memelihara 

status bebas pasung; 

e. Melaporkan kepada Koordinator Tingkat 

Provinsi mengenai hasil pelaksanaan 

bebas pasung  di seluruh wilayah 

Provinsi Jawa Tengah; dan 
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f. Melaksanakan urusan lain yang bersifat 

teknis terhadap persiapan dan 

pelaksanaan seluruh kegiatan 

penyelenggaraan penilaian pendahuluan 

Kabupaten/Kota bebas pasung. 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 

AHMAD LUTHFI 

 

 

 

 

 

 

 

ttd 
Salinan sesuai dengan aslinya 
${jabatan_pengirim}, 

 
 
 

${ttd_pengirim} 
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim} 

 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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